
   

 

 

 

 
 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 
NOMOR   5   TAHUN 2022 

 

TENTANG 
  

 PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SETELAH 
PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS KE JABATAN FUNGSIONAL  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  POLEWALI MANDAR, 
 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf l dan Pasal 13 ayat 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala PD selaku PA 

mempunyai tugas menetapkan PPTK, dalam hal tidak terdapat 
pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA dapat 
menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang 

kriterianya ditetapkan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Setelah 

Penyetaraan Jabatan Pengawas ke Jabatan Fungsional; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4422); 

 

SALINAN 



   

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022  
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi 

Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019   Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomr 57); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1781); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1981); 

 



   

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar 
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali 

Mandar Tahun 2022 Nomor 2); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT 

PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SETELAH PENYETARAAN 
JABATAN PENGAWAS KE JABATAN FUNGSIONAL. 

 
 

   

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali 

Mandar. 

3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.  

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar. 

5. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia 
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh 
pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji 

berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

6. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung 
jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

oleh pejabat pelaksana. 

7. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah 

Pegawai ASN yang menduduki jabatan Pengawas pada PD. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

9. Pejabat fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki 

jabatan fungsional pada PD. 

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya. 

 

 



   

11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat 

PPTK adalah pejabat pada unit PD yang melaksanakan 1 (satu) 
atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang 

tugasnya. 

 

Pasal 2 

 

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penunjukan 
PPK/PPTK oleh PA setelah proses penyetaraan Jabatan 

Pengawas ke Jabatan Fungsional. 

(2) Penyetaraan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV ke 
Jabatan Fungsional jenjang ahli muda. 

 

Pasal 3 

 

(1) Kepala PD selaku PA mempunyai tugas menetapkan PPTK. 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu 

tugas dan wewenang PA. 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggungjawab kepada PA. 

 

 

Pasal 4 
 

(1) Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki 
jabatan struktural pada suatu PD, PA dapat menetapkan 

pejabat fungsional selaku PPTK. 

(2) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan pertimbangan pengalaman kompetensi jabatan, 

besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, 
rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya dan 

pejabat fungsional yang telah mengalami penyetaraan jabatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Polewali Mandar. 

 

 
Ditetapkan di  Polewali 

pada tanggal  9  Maret  2022 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 
                   ttd 

 

ANDI IBRAHIM MASDAR 
 

 

 

 

Diundangkan di  Polewali 

pada tanggal 10  Maret  2022 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 
 
        

            ttd 
 

BEBAS MANGGAZALI 
 

BERITA DAERAH  KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 5. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Polewali  10  Maret  2022 

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  

 Perancang Peraturan Perundang-
 Undangan, 

 

 

JARSAT ALAM MAULANA,SH.,MH 

Pangkat : Penata TK. I 

NIP      : 19820116 200803 1 001 


